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Judul Produk Pelayanan		: Perizinan Pemusnahan atas Barang yang diimpor oleh Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
Nomor KEP			: KEP-168/BC/2021
Nomor Produk			: 123


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayananNo
Komponen
Uraian
1
Persyaratan Pelayanan
1. Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon mengajukan permohonan secara   tertulis   kepada Menteri   melalui   Direktur  Jenderal u.b  Direktur Fasilitas  Kepabeanan,  setelah  mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
2.  Permohonan     menyampaikan     surat     permohonan
dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
a.  keputusan  pembebasan  bea  masuk  atas  nama
penerima fasilitas;
b.  surat Uraian pengimporan kendaraan bermotor yaitu
Formulir B;
c.  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
d.  cek fisik kendaraan bermotor;
e.  kartu   identitas   diplomatic   Pejabat   Perwakilan
Negara Asing penerima fasilitas;
f.   kartu identitas diplomatic Kepala Perwakilan Negara
Asing selaku pemohon; dan
g.  nota  diplomatik  kuasa  usaha  sementara  (charge
d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar.
3.  Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan
4.  dan  tidak  bisa  menandatangani  permohonan,  maka
surat permohonan pemusnahan harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang
5. dibuktikan  dengan  nota  diplomatik  pelimpahan wewenang atau penunjukan.
2
Sistem, Mekanisme
Dan Prosedur
1.  Pemohon    mengajukan    permohonan    pemusnahan
kendaraan bermotor yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Kementerian Luar Negeri kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.
2. Direktur   Fasilitas   Kepabeanan   menerima   dan memberikan arahan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk proses lebih lanjut.
3.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan
a. dalam hal tidak sesuai Pejabat Bea dan Cukai membuat surat pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap dengan mencantumkan alasan penolakan untuk ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.
b.  dalam hal sesuai Pejabat Bea dan Cukai melakukan
pemeriksaan fisik.
4. Atas  hasil  pemeriksaan  fisik  Direktur  Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan izin pemusnahan atau penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan fisik.
a. dalam  hal  tidak  sesuai,  Pejabat  Bea  dan  Cukai membuat surat pemberitahuan penolakan untuk ditandatangani olek Direktur Faislitas Kepabeanan
b. dalam hal sesuai, Pejabat Bea dan Cukai membuat
surat persetujuan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor untuk ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.
5.  Direktur Fasilitas atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani surat persetujuan/surat penolakan   izin   pemusnahan   Kendaraan   Bermotor





	
	
	kemudian  menyampaikan  kepada  pemohon  melalui
Pejabat Bea dan Cukai.
6. Pejabat   Bea   dan   Cukai   menyampaikan   surat persetujuan/surat penolakan izin pemusnahan Kendaraan Bermotor kemudian menyampaikan kepada pemohon.

	3
	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima
dengan lengkap dan benar.

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5
	Produk Pelayanan
	1.  Surat Keputusan, atau
2.  Surat  Penolakan  Perizinan  Pemusnahan  atas  Barang
yang   diimpor   oleh   Perwakilan   Negara   Asing   dan
Pejabatnya.

	6
	PenangananPengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara on line  melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di  http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan    pengaduan,    saran,    dan    masukan
langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja



